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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); If



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 197);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN

LUWU TIMUR.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyvat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- tf
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(1)
(2)

(1)

luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu

Timur.

. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Luwu Timur.

. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan

yvang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri atas :
1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan; dan
3. Subbidang Analisis Anggaran.
d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas :
1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dan Dana Transfer;
2. Subbidang Pengelolaan Data dan Penatausahaan; dan
3. Subbidang Verifikasi dan Pengelolaan Gaji.
e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri atas:
1. Subbidang Pembukuan dan Neraca Daerah;
2. Subbidang Verifikasi dan Analisis; dan
3. Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban. ?



f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :
1. Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
2, Subbidang Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang
Milik Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan
melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan,
pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan anggaran Daerah;

b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan,
pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
perbendaharaan Daerah;

c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan,
pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;

d. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan,
pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan barang milik Daerah;

e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
Badan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

tugas; s’



(1)

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah:

g. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan
bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah,
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan pengelolaan barang
milik daerah;

h. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta
menyusun Rencana Strategis Badan sesuai dengan visi dan misi
daerah;

i. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Badan:

j. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup
Badan;

k. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan
tugasnyva;

l. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar
senantiasa berjalan optimal;

m. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan,
keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan
Badan;

n. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang
perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi
dan pelaporan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik
daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

o. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

i

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan
koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan
kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional lf



(2)

(3)

kepada semua unsur dalam lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

d.

perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan
kepegawaian,; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

b+
C.

g )

menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan
bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Sekretariat;

melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan
bahan penyusunan program Badan;

melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan
teknis di lingkungan Badan;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan
Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian
dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian
data dan informasi;

. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum

dan aparatur;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelayvanan administrasi
keuangan;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan
organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah
tangga Badan;

melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan
protokoler; 4§



(1)

(2)

melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan
barang milik Daerah;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas
memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta
mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan
laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

b.
e,

[ -,

menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan
perencanaan program kegiatan dan anggaran Badan;
mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan
informasi;

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Badan yang meliputi
penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan
Rencana Kerja Anggaran;

menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi
Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
menyusun perjanjian kinerja Badan;

melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja Badan;

mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data
berbasis teknologi informasi;

. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi; &f



(1)

(2)

n.

0.

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

menyelenggarakan tugas kedinasan lain yvang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas
memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan,
menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi
penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban
dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

b.
c.

b -3

- )

°

menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan  verifikasi kelengkapan administrasi permintaan
pembayaran;

meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang,
pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi
bahan proses lebih lanjut;

mengoordinasikan dan menyusun anggaran;

mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta
verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;

. menyusun realisasi perhitungan anggaran;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;

mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaaan;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan 4§
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(2)

8.

menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian
mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan
urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah,
urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

b.
s

menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

=

melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi
kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat
Badan.

melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan
perpustakaan;

. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera,

kehumasan, dan keprotokolan;

mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah
tangga;

mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan
pengelolaan keamanan lingkungan kantor;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan,
pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang
serta menyusun laporan barang inventaris;

menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan
barang;

. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir

pegawai;

. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan

perjalanan dinas pegawai;

menylapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tatalaksana;

menylapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi
jabatan, dan bezetting pegawai;

menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan
layanan administrasi kepegawaian lainnya; t'*



(1)

(2)

(3)

r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil
Negara;

s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Pasal 9

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran, kebijakan
keuangan dan pembiayaan, dan analisis anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan penyusunan anggaran;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kebijakan
keuangan dan pembiayaan;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang analisis
anggaran; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f
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(1)

=

menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan
bidang perencanaan dan penyusunan anggaran, kebijakan keuangan
dan pembiayaan, dan analisis anggaran;

melaksanakan  perumusan  penyusunan  kebijakan  bidang
perencanaan dan penyusunan anggaran, kebijakan keuangan dan
pembiayaan, dan analisis anggaran;

melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perencanaan dan penyusunan anggaran, kebijakan keuangan dan
pembiayaan, dan analisis anggaran;

menyelenggarakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam rangka
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran
Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/Prioritas
Plafon Anggaran Sementara perubahan;

menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan atau Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan/
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
melakukan penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis
Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

. menyelenggarakan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan,

perencanaan anggaran belanja daerah, dan perencanaan anggaran
pembiayaan;

melaksanakan penvediaan anggaran kas;

melaksanakan monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan
Anggaran Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ angka 1, dipimpin oleh Kepala
Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Perencanaan dan
Penyusunan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. ‘f
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(2)

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

.

b.
e,

4

menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan dan
Penyusunan Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun anggaran pendapatan dan pembiayan Daerah;

g menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran

pendapatan dan pembiayaan Daerah;

. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan

pembiayaan daerah serta anggaran belanja Daerah;

menyusun anggaran belanja Daerah;

menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja
Daerah;

melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;

melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rencana Bisnis dan
Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan penyusunan jawaban

eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

melaksanakan  penyempurnaan dan  penyiapan = penetapan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum
Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah;

melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah
dan pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

membina Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi
asisten;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; l?‘
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(1)

(2)

u.

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan
dan Penyusunan Anggaran, dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
menyelenggarakan tugas kedinasan lain vang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Subbidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ angka 2, dipimpin oleh Kepala
Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Kebijakan Keuangan
dan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), meliputi :

a.

b.
c.

bt

menyusun rencana kegiatan Subbidang Kebijakan Keuangan dan
Pembiayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan
keuangan dan pembiayaan serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang
kebijakan keuangan dan pembiayaan;

melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

melakukan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
menyiapkan bahan penetapan alokasi anggaran kas;

menyiapkan bahan penyusunan standar harga satuan kegiatan;
melakukan penyusunan pengalokasian dan pendistribusian
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

. melakukan monitoring dan evaluasi Belanja Tidak langsung dan

Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

membina Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi
asisten;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Kebijakan

Keuangan dan Pembiayaan, dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan ﬁ)’
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(1)

(2)

T.

menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Subbidang Analisis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan di Subbidang Analisis Anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.

b.
c.

=

menyusun rencana kegiatan Subbidang Analisis Anggaran sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Analisis Anggaran untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan analisis
anggaran serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang
analisis anggaran;

. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah;

melakukan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
menyiapkan bahan penyusunan Nota Keuangan;

menyiapkan bahan penyusunan analisa anggaran pendapatan dan
belanja Daerah;

menyiapkan bahan  pengesahan Dokumen  Pelaksanaan
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah;

.menyiapkan bahan laporan sinkronisasi prioritas nasional dengan

belanja daerah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

melakukan monitoring dan evaluasi Belanja Tidak langsung dan
Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah:;

membina Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi
asisten:

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Analisis
Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan E?C
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(1)

(2)

(3)

s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Perbendaharaan Daerah
Pasal 13

Bidang Perbendaharaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas
memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang pengelolaan kas Daerah dan dana transfer,
pengelolaan data dan penatausahaan, verifikasi dan pengelolaan gaji
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
kas daerah dan dana transfer;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
data dan penatausahaan;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan
pengelolaan gaji; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan Daerah sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Perbendaharaan Daerah untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,

f. menvusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan
bidang pengelolaan kas daerah dan dana transfer, pengelolaan data
dan penatausahaan, verifikasi dan pengelolaan gaji;

g. melaksanakan  perumusan  penyusunan  kebijakan  bidang
pengelolaan kas daerah dan dana transfer, pengelolaan data dan
penatausahaan, verifikasi dan pengelolaan gaji;

h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengelolaan kas daerah dan dana transfer, pengelolaan data dan
penatausahaan, verifikasi dan pengelolaan gaji;

i. melakukan koordinasi pengelolaan kas Daerah:;

j. melakukan koordinasi pemindahbukuan uang kas Daerah; Q‘
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(1)

(2)

k. melakukan koordinasi penatausahaan pembiayaan Daerah;

l. melakukan koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana
transfer lainnya;

m. melakukan koordinasi penempatan uang daerah dengan membuka
rekening kas umum Daerah;

n. melakukan koordinasi pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian
lembar Surat Perintah Pencairan Dana;

o. melakukan koordinasi pelaksanaandan penelitian kelengkapan
dokumen Surat Permintaan Pembavaran dan Surat Perintah
Membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas
pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta
penebitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran;

p. melakukan koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan
pemungutan /pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga;

q. melakukan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang Daerah yvang
timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan
penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;

r. melakukan koordinasi rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran
kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah
Pencairan Dana dengan instansi terkait;

s. melakukan koordinasi penyusunan petunjuk teknis administrasi
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas
serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;

t. melakukan koordinasi pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan
Dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.

u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan
Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

x. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dan Dana Transfer sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh Kepala

Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Pengelolaan Kas

Daerah dan Dana Transfer sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-perundangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dan
Dana Transfer sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; tf
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e

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dan Dana Transfer
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan pengelolaan dan pemindabukuan kas Daerah;
melakukan pengkajian ulang hasil verifikasi pengelolaan dan
pemindahbukuan kas Daerah;

melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang
daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan
rekening kas umum Daerah;

melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan
pengeluaran Daerah;

melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi
pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;

melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran
kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait
dalam rangka penyusunan posisi kas;

melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah
sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan Daerah;

. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan berkaitan vang

dengan penatusahaan penerimaan kas;

melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang Daerah;
menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas
vang terkait dengan pengelolaan kas;

melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian
kelebihan penerimaan;

melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi
pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;
melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana
restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah terkait pendapatan Daerah;

. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur dana vang diperlukan dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. menyimpan uang Daerah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas
nama Pemerintah Daerah;

. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

melakukan penagihan piutang Daerah yang bukan tugas dan fungsi
bidang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi; J?‘l
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(1)

(2)

bb. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan

CccC.

dd.

ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pengelolaan
Kas Daerah dan Dana Transfer dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Subbidang Pengelolaan Data dan Penatausahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh Kepala
Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Pengelolaan Data
dan Penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.

b.
&

menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Data dan
Penatausahaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Pengelolaan Data dan Penatausahaan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan penatausahaan pembiayaan Daerah
(perbendaharaan);

mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan Daerah
(perbendaharaan);

melaksanakan register Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah
Pencairan Dana atas belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah,
pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat
Perintah Membayar;

melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan
daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana serta
pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana;

meneliti, mengoreksi, dan memberikan persetujuan pembebanan
rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji
dan non gaji;

melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan

Perhitungan Fihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas
berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka pengendalian
kas;

melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi
pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;

. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen Surat Keterangan

Penghentian Pembayaran serta melaksanakan proses penerbitan
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran; l)!
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(1)

(2)

. melakukan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah

dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;

melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah;

merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan
dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban;

menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas
yang terkait dengan perbendaharaan belanja;

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah terkait belanja Daerah;

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyvusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pengelolaan
Data dan Penatausahaan, dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Subbidang Verifikasi dan Pengelolaan Gaji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, dipimpin oleh Kepala
Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Verifikasi dan
Pengelolaan Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.

b.
C

I

menyusun rencana kegiatan Subbidang Verifikasi dan Pengelolaan
Gaji sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Verifikasi dan Pengelolaan Gaji untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

. menyusun rancan . mengoreksi, memaraf dan/atau
y gan ng

menandatangani naskah dinas;
mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,
melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas Daerah,

g. melaksanakan bimbingan teknis pemindahbukuan kas Daerah dan

penatausahaan pembiayaan Daerah;

. melaksanakan register Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah

Pencairan Dana atas belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah,
pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat
Perintah Membayar; of
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i. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan
daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana serta
pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana;

j. meneliti, mengoreksi, dan memberikan persetujuan pembebanan
rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji
dan non gaji;

k. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan
Perhitungan Fihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas
berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka pengendalian
kas:

l. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi
pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana,

m. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran serta melaksanakan proses penerbitan
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran;

n. melakukan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;

o. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah;

p. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan
dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban;

q. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas
vang terkait dengan perbendaharaan belanja;

r. menvusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah terkait belanja Daerah;

s. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;

t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Verifikasi dan
Pengelolaan Gaji, dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

w. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Pasal 17

(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang,
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan
teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan di bidang pembukuan dan neraca Daerah, ﬂ"
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(2)

(3

verifikasi dan analisis, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
menyelenggarakan fungsi :

a,

d.

perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembukuan
dan neraca Daerah;

perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan
analisis;

. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelaporan dan
pertanggungjawaban; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.

b.
.

i

menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau

menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

melakukan koordinasi kegiatan penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

melakukan koordinasi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah;

menyusun tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta
pembiayaan;

menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

. menyusurn kebijakan dan panduan teknis operasional

penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah;

penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah;

melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; gf
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(1)

(2)

melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi
pemerintah Daerah;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
menvelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Subbidang Pembukuan dan Neraca Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh Kepala
Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyvusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Pembukuan dan
Neraca Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
perundangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.

b.
C.

°opg-RFS

menyusun rencana kegiatan Subbidang Pembukuan dan Neraca
Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Pembukuan dan Neraca Daerah untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
penempatan tenaga kerja;

melaksanakan pengolahan pencatatan penerimaan dan pengeluaran
kas Daerah;

. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan

penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah non Badan Layanan
Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah;

menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi
penerimaan dan pengeluaran;

menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;

melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran,;
mengikhtisarkan pengeluaran;

. menyusun neraca laporan realisasi anggaran;

melakukan posting atas pengeluaran;
menyusun ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah; af
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(1)

(2)

melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan
penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga;

melaksanakan pembinaan teknis dan bimbingan teknis pembukuan
anggaran penerimaan kas Daerah;

melakukan konsolidasi laporan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

menyusun bahan untuk tanggapan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan  Pemeriksa  Keuangan atas laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pembukuan
dan Neraca Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yvang diperintahkan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Subbidang Verifikasi dan Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan di Subbidang Verifikasi dan Analisis sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.

b.
[

menyusun rencana Kkegiatan Subbidang Verifikasi dan Analisis
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Verifikasi dan Analisis untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,

mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran kas Daerah;

melakukan analisa atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data
transaksi penerimaan dan pengeluaran vang dilakukan Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

melakukan analisa atas pencatatan, penggolongan atas transaksi
penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

melakukan analisa atas pengikhtisaran penerimaan kas dan non kas
yvang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah; ?l
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j. melakukan analisa atas posting penerimaan yang dilakukan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

k. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah non Badan Layanan Umum Daerah, Badan
Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan
dana Bantuan Operasional Sekolah;

1. melakukan analisa terhadap laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran;

m. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalah realisasi
penerimaan dan pengeluaran (bukti memorial);

n. melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait;

o. melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan
pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah non Badan Layanan
Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah secara periodik (bulanan, triwulan,
semesteran, dan tahunan);

p. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

g. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi
pengeluaran;

r. menyusun konsolidasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah semester | dan pronosis 6 (enam) bulan berikutnya;

s. menyusun bahan untuk tanggapan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan  Pemeriksa  Keuangan atas laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

t. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif
dalam rangka  pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

u. melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;

v. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

w. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Verifikasi dan
Analisis, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

y. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, dipimpin oleh Kepala
Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Pelaporan dan 7‘
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(2)

Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a,

b.
e

menyusun rencana kegiatan Subbidang Pelaporan dan
Pertanggungjawaban sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau

menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

menyusun laporan realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan
tahunan);

. menyusun konsolidasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah semester | dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo
anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;

menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan
pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah non Badan Layanan
Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah secara periodik (bulanan, triwulanan,
semesteran dan tahunan);

menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntasi
pengeluaran;

.melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

melakukan konsolidasi laporan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

menyusun bahan untuk tanggapan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa  Keuangan atas laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah,

menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; ﬁ}
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(1)

(2)

(3)

s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pelaporan
dan Pertanggungjawaban, dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 21

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang perencanaan dan pemanfaatan barang milik Daerah,
pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik Daerah,
penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-perundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan
fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan pemanfaatan barang milik Daerah;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengamanan,
pemeliharaan, dan penghapusan barang milik Daerah,;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penatausahaan
barang milik Daerah; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnva;

meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan

rencana kebutuhan barang milik Daerah; lf

Ll
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(1)

(2)

o

melakukan koordinasi penyusunan standar harga berdasarkan jenis
dan tipe barang;

. melakukan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan

dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
melakukan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharan/perawatan
barang milik Daerah;

melaksanakan penatausahaan barang milik Daerah;

malakukan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik
Daerah;

malakukan koordinasi pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi
dan hukum barang milik Daerah;

. melakukan koordinasi penyiapan dokumen pengajuan usulan

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
melakukan koordinasi hasil penilaian barang milik Daerah;

meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan
dan penghapusan barang milik Daerah;

melakukan koordinasi pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka
penyusunan laporan barang milik Daerah;

melakukan koordinasi penyusunan dan penghimpunan laporan
barang milik daerah;

melakukan koordinasi dan melaksanakan pembinaan pengelolaan
barang milik daerah;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan

Barang Milik Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1,
dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
di Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.

menyusun rencana Kkegiatan Subbidang Perencanaan dan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; l}
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(1)

(2)

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik
Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnyva;

menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis
perencanaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
perencanaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;

. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait perencanaan dan

pemanfaatan barang milik Daerah;

meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik Daerah;
menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan
barang milik Daerah;

meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik
Daerah;

. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik

Daerah;

menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam
rangka pemanfaatan barang milik Daerah;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan
dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 23

Subbidang Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2,
dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyvai tugas memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
di Subbidang Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang
Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayvat (1), meliputi :

a.

menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengamanan, Pemeliharaan,
dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; ,l
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(1)

(2)

. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Subbidang Pengamanan, Pemeliharaan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan
barang milik daerah;

. menyiapkan konsep Surat [jin Penghunian penggunaan rumah

negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

pengamanan barang milik Daerah;

menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik Daerah;
menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah secara berkala;

. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang

milik Daerah;
meneliti dokumen pengajuan usulan dan menyiapkan dokumen atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik Daerah;

. meneliti dokumen pengajuan usulan dan menyviapkan dokumen atas

pelaksanaan pemusnahan barang milik Daerah;

. meneliti dokumen pengajuan usulan dan menyiapkan dokumen atas

pelaksanaan penghapusan barang milik Daerah;

. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam

rangka pemindahtanganan barang milik Daerah;

. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pengamanan,

Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Pasal 24

Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, dipimpin oleh Kepala
Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Penatausahaan
Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penatausahaan Barang Milik

Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 4
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(1)

(2)

(1)

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan vang diserahkan ke Satuan Kerja Perangkat
Daerah:
menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang
milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah
dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat;

i. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang milik daerah dengan pengurus barang Satuan Kerja
Perangkat Daerah, pelaksana akuntansi Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan bidang akuntansi;

j. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam
rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah;

k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;

l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan  hasil pelaksanaan tugas  Subbidang
Penatausahaan Barang Milik Daerah dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

5

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf h, merupakan Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Badan dilaksanakan
berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan wajib dan taat
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ?‘
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(2) Kepala Badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta
terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 27

Pejabat dan pegawai dalam lingkungan Badan wajib melaksanakan tugas
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efesiensi.

Pasal 28

(1) Pejabat dalam lingkungan Badan wajib memimpin, mengoordinasikan,
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Pejabat dalam lingkungan Badan mengikuti dan mematuhi perintah
kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 29

Pejabat dalam lingkungan Badan mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah vang
diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pejabat dalam lingkungan Badan menyampaikan laporan dan kendala
pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat
Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 51), tetap
menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan pejabat struktural
berdasarkan Peraturan Bupati ini. 7‘
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomeor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 51), dicabut dan
dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur. of

. Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MU MAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 7 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

L
. BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 48
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR.
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